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PERATURAN PEMERINTAH REFURLIK INDONESIA

NCMCR 48 TAHUN 2013
TENTANG

PEMBERIAN GAJI/ PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETICGA BELAS
DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI,
PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwe  Femerintah berkewajiban  mzningkatkan
kesejahteraen pegawai negeri, pejabat regara, dan
penerima  pensiun/tunjengan sebagai wujud apresiasi
Pemerintah atas prestasi dan pengabdian mereka pada
bangsa dan negara;

bahwa pemberian gaji/ pensiun/tunjangan bulan ketiga
belas merupakan salah sasu upaya Pemerirnttah dalam
meningkatken keseiahteraan pegawai negeri, pejabat
negara, dan penerima pensiun/ tunjangan:

bahwa  berdasearkan pertimbangan  ssbagaimana
dimeksud dalam huraf a dan huruf b serta dalam
rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor |3
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dzn Belanja
Negara Tahun Anggaran 2013, perla menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Gaji,' Pensiun !
Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun
Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara,
dan Penerimy Pensiun/Tunjangan:

Pasal 5 aya: (2) Urdang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1345,

2. Undang-Undang .
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Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang
Pemberian Penghargaan Tunjangan Kepzda Perintis
Pergerakan Kebargsaan /Kemerdekaan {Lembaran Negara
Republik Inconesia Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2636);

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1966  tentang
Pemberian Fensiun /Tunjangan Yang Eersifat Pensiun
dan Tunjangan Kesada Militer Sukarela 'Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33,
Tambahan l,;:eml:amu Negara Republic Indonesia
Nomor 2812);

Undang-Undzng Nomer 11 Tahun 1969 tertang Pensiun
Pegawai den Pensiun Janda/Duda Pegawai {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 42,
Tambahan [embaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 2906);

Undang-Undang Nemor & Tahun 1974 tentang Pokolk-
Pokok Kepegzawaian  (Lembaran Negera  Republik
Indonesia Takun 1974 Nomor 55, Tambahar Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041| scbagaimaria
telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nemor 7 Tahun 1978 tentang Hak
Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden
serta Bekas Presiden dan Bekas Waldl Presiden
(Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 1978
Nomor 52, Tamhshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 31 28]

7. Undang Undang _ . .
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan,/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga
Tertinggi/Tinggl Megara serta Bekas Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga
Tinggi Negara (Lembaran Negara Repubiic Indonesia
Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indones.a Nomer 3182);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tsntang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tarﬁbahan Lembaran Negara
Republik Inddnesia Nomor 4189};

Undang-Undang Nomor 30 Tehun 2002 tentang Kornisi
Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1357,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4230);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran MNegara Repukblik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambaharn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4316 s:bagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahunn 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5226);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yuclisial (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun
2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Fepublik
Indoniesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah
dengan Undarg-Undang Nomor 18 Tahun 2011
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomeor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 52509,

12, Peraturan . . .

E=
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administratif Kepala Daerah /Wakil Kepela
Daerah dan Bekas Kepezla Daerah/Bekas Wi Kepala
Daerah serta Janda/Dudanya (Lerabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomer 3160
sebagaimana telah empat kali diubah teraklir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 {Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2000 Normor 121y

» Peraturart Pemerinteh Nomor 10 Tahun 1980 tentang

Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas
Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat den
Janda/Dudanya Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 17) scbagaimana telak dus belas leali
diubah teraknir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomear 63);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang
Hak Keuangan/Administratif Menteri Ncgara dan Bekss
Menteri Nega-a serta Janda/ Dudanya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 78, Tambakan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nemor 3184)
scbagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerirtah Nomar 60 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Notmor 122);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 18| tentang
Perawatarn, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun
1981 Nomer 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noraor 3194);

20. Peraturen . .
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang
Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua,
dan Halkim Anggota Mahlkamah Konstitusi, serta Mantan
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Anggola Mahlkamah
Konstitusi Beserta Janda/Dudanya (Lemmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomaor 91},

Peraturan Pemerntah Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan
Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan
Agama serts Janda/Dudanya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahur 2008 tentang
Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggotz=. Dewan Perwakilan Dacrah, serta Mantan
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewsn Perwakilan
Daeralt Beserta Jande/Dudanya (Lemberan Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122);

Peraturan Femerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Administras.  Prajurit  Tentara Nasional Indonesia
(Lembarean Negara Republik Indonesia Tshun 2010
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 5120,

Peraturan Pemerintab Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Hak-Hak Anggota Kepolisian Negars Republils Indonessia
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tehun 2210

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negare @ Republik
Indonesia Nomor 5123);

A3, Peraturan . .

F1
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33. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 lentang
Hak Keuangan dan Fasilitas Haldm vang Berada di
Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negare Republik
Indonesia Talhun 2012 Nomor 2 13);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Penetapan Fensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
dan Janda, Dudanva (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor &0);

35. Peraturan Penierintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Penetapan Pensivn Pokok Purnawirawan, Warakawuri
atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yarim
Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Tentara Nasional
Indonesia [embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2C13 Nomor 61});

36. Peraturan Penerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pumawirawar, Warakawuri
atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim
Piatu, Turjangan Orang Tua Kepolisian Megara Republik
Indonesia  [Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2013 Nomar 62y,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN GAJL/
PENSIUN/TUNJANGAN EULAN KETIGA BELAS DALAM
TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI,
PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN /TUNJANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerinteh ini yang dimaksud dengan:

L. Pegawai . .



FRUM : PLLI PILKESRAoss

FARE MO, TE2L 348354504 Jum, 21 283 11:280M

- 10 -

Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri 3ipil (PNS),

Anggota Tentara “asional Indonesia (TNI), dan Anggola

Kepolisian Negara Republik Indonesia (PCGLEI).

I:'3

Pejabat Negara adala:

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis
Permusyvewaratan Rakyat;

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewar. Perwakilen
Ralovat;

d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi serta
Hakim Konstitusi;

e. Ketua, Wakil Xetua, Ketua Muda, den Hakim Agung
pada Mahkamah Agung, '

f. Hakim prda Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata
Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan
Hakim vyang dipekerjakan untuk tugas peradilan
(vustiziall;

g Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajrk;

h. Ketue, Wakil Ketua, dan Anpgpota Badan Pemeriksa
Keuangan,

i. Ketmua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi;

i+ Ketua, Wakil Ketaa, dan Anggota Komisi Tudisial,

k. Menteri dan Jabatan yang setingkat Mente:i;

Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang
berkeducukan sebagai Duta Besar Luer Biasa dan
Berkuasa Penuh,

m, Gubernur dan Walkil Gubernur; dan

. Bupati/Walikata dan Wakil Bupati/Waki. Walikota.

3. Penerima . . .
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Penerima persiun adalah:

d.

Pensiluinan Pegawai Negeri;

Pensiunan Pejabat Negara,

Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima
pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b; dan

Penerima pensiun Orang Tua dari PNS yeng tewas.

Penerima tunjangan adalah:

a.
b.

Penerime Turjangan Voteran,

Fenerime Tunjangan Kehormatan Anggata Komite
Nasional Indonesia Pusat;

Penerimea Turjangan Penghargaan Perintis Pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan,;

Penerima Tunjangan Janda/Duda dari Penernma
Tunjangan scbagaimana dimaksud dalam hurufl a,
huruf b, dan huraf ¢;

Penerima Tunjangan Bekas Tentara Koninklifk
Nederland  Indonesisch  Leger/Keninkijk  Marine
(KNIL/KM),

Penerirna  Tunjangan Anak Yatim/Fiatu Angeota
TNI/POLRI,

Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang
diberhentikan dengan hormat yang masa dinas
keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan
kurang dari 15 (lima belas) tahun;

Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi
yang diberhentikan dengan hormat yang masa cinas
keprajuritarnya antara 15 (lima belas) tahun sampai
dengan kurang dari 20 {dua puluh) tahun;

i, Penerima . . .

=g



'T_I:IH :F'LILJ’F'!:!LFE:TE’FI*** FAM MO, IE2134334584 Jum. 21 2813 11:2994 PS

PR .

i. Penerima ‘Tunjengan Orang Tua bagi Anggota
TNI/POLRI yang gugur; dan
j. Penerima Tunjangan Cacat.

Pasal 2

(1} Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/
Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan
ketiga belas dalain Tahun Anggaran 2013.

(2) Pegewal Ncg:irl sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk:

a. Pegawai Negeri vang ditempatkan atau ditugaskan di
luar negeri; .

b. Pegawai Negeri yang dipekerjekan di luar instansi
Pemerintah vang gajinva dibayar oleh instansi
induknya,

c. Pegawai Negeri yang diverhentikan sementara;

d. Pegawai Negeri penerima uang rangghl, clan
Calon Pegawai Negeri.

(3] Pegawai Negeri zebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak termasuk Pegawai Neger1 yang sedang menjalani
cuti di luar tanggungan negare atau yang diperbantukan
di luar instensi Pemerintah.

Pasz] 3

(1) Besarnya paji/pensiun/tunjangan bulan <etiga 'selas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar
penghasilen schulan  vang  diterima  pada bulan
Juni 2013.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal penghasilan sebulan yang diterima pads

bulan Juni 2013 sebagaimana dimaksud ayal (1) belum

dibayarkan sebesar hak yang seharusnye diterima,
kepadea wvang bersangkutan tetap dibarikan sclisih
kekurangan gaji/pensiun/tunjangan bulan keliga belas.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:

a. Pegawai Negeri dan Pejabat Negara meliputi paji
pokok, rtunjengan keluarga, tunjangar jabatan/
tunjangan umum, dan tunjangan Kinerja !Tunjangan
Khusus F'Ei:nbina Keuangan Negara [TKPKIM):

b. Penerime pensiun meliputi pensiun pokck, tunjangan
keluarga, dan tunjangan tambahan perghasilan; dan

¢. Penerims tunjangan hanya meneritna tunjangan
sesuzd peraturan perundang-undangan.,

Besaran pengheasilan  sebagaimana dimalksud peda
ayat (1) tidak termasuk jenis-jenis turnjargan bahaya,
turjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan
profesiftunjangan khusus Guru dan Desen/tunjangan
kehormatan, tambshan penghasilan bagi Gura PNS,
insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan
tunjangan kompensasi/bahaya yang ditetaplan dengan
peraturan perundang-undangan serta tunjanzan/insentil
yang bersumber clari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penghasilan sebagaimana dimaksuc pada avat (2)
sebelum  dikenakan potongan juran  berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ., . .
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Pasal 4

Pemberian gaji/ Fensiun/tunjangan bulan ketiga  belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibavarkan pada
bulan Juni 2013,

Dalam hal pemberian gajt/ pensiun/ funjangan bulan
ketiga belas belum depat dibayarkan pada  bulan
Juni 2013, sembeyaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diIELk11l-;ﬂ.ﬂ setelah budan Juni 2012,

Pasal 5

Dalam hal Pegawai Negeri, Pejabat Negara, den Penerima
Pensiun/Tunjangan  menerima lebih  dari  sany
penghasilan  sebagaimana dimalesucl dalam Pasal 3,
gajifpensiun{tunja.ﬂgan bulan ketiga helas hanya
diberikan  salah  saty yang  jumlahnya  lebil
menguntungkan.

Apabila dikemudian hari ternyata  terdapat Pegawai
Negeri, Pejabat Negara, dan Penerimp Pensiun/
Tunjangan yang menerima lebih dari szt jenis
penghasilan, kelebihat pembayaran tersebur merupakan
utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Paszl &

Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri/Pejabat
Negara yang menirggal dunia atay tewas diberikan gaji
bulan ketiga belas sebesar penghasilar gaji terusan yang
diterima pada bulan Juni 2013,

{2} Penerima | |
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(2) Penerima gaji dari Pegawai Negeri/Pcjabat Negara yang
dinyatakan hilang diberikan paji bulan ketiga belas
schesar  penghasilan  yang  diterima  peda  bwlan
Juni 2013,

(3) Pembayaran gaji bulan ketiga belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) can ayat (2) dibebankan gada
instansi atau lembags tempat Pegawai Negeri/Pejabat
Negara bekerja,

Pazal 7

{1] Penerima peﬁ*.‘iiun terusan dari pensiunan  Pegdwai
Negeri/Pejabat Negara yvang meninggal dunia diberfkan
pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan pengiun
terusan yang diterirna pada bulan Juni 2013.

(2) Penerima pensiun dari pensiunan Pegawai
Negeri/Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberfkan
pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan pensiun
yang diterima pada bulan Juni 2013,

Bazal B

Ketentuan delam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga pagi
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daefah,
pejebat  lain  yang hak  keuangan/administratifnya
disetarakan/setingkat Mentari, dan Wakil Menteri,

Pazal

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peratiran
Pemerintah ini dibebankan sada:

a. Anggaran . . .

S84 ML ITT EIEE 12 unp FESFEEFETZA: "ON WU Hotok IS A0 (Nl = DS
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8.  Anggaran Pendapaten dan Belanja Negara bagi:
1. PNS Pusat;

Anggota TNI;

Anggota POLEL,

penerimsa pensiun;

penerims tunjangan;

S i B e

Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur
Bu.patiﬂh_«"%ﬂiknm, dan Wakil Bupati/ Walil Walikota;
7. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan
Daerah;

¥

8. pejabat lain yang hak keuangan/adm nistratifnya
disetarakan /setingkat Menteri; dan

9. Wakil Menter:,
b. Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah bayi:
1. PNS Daarah;
2. Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Bupati/iakil Bupati dan Walikota/Waldil Walikota.

Paaal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan
Peraturan Pemerintah  ini  diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan urisan pemerintahan di bidang keuvangan.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...
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Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah irii dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik [ndonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pade tanggal 20 Juni 2013

PRESILEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Difundangkan di Jakarta
da tanggal 20 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPLUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 109
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN GAJ1/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAT NEGERI,
PEJABAT NEGARA, DAN PENTRIMA PENSIUN/TUNJANGAN

I UMUM

Dalam rangka usate  pemerintah untuk  meningkatkan
kesejahterzan dan meringenkan biaya hidup Pegawai Negersi, Pejabart
Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan dalam tahun 2013, pertu
memberikan tambahan perghasilar. berupa gaji/pensiun/ turijangan bulan
etiga belas,

Pemberian gaji/ pensiur / tunjargan bulan ketiga belas diberikan
dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga
ebijakan besaran gaji/f pensiun/tunjangan, diberikan secars Proporaional
asarkan penghasilan setiap bulan. Namun demikian bagi Pegawai
egeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun /Tunjangan Yang menerima
bih dari satu jenis penghesilan, hanya diberikan seleh satu yang
jpmiahnya lebih menguntungkan. Apabila Pegawai Negeri, Pejebat Negara,
Penerima Pensiun /Tunjanga= tersebut juga sebagai Penerirna
siun/Tunjangan janda/duda rneka kepada yang bersangkutan
iberikan pula penaiun/ tunjangan janca,/duda bulan ketiga belas,

Penetapan Peraturan Pemerintah ini  dimaksudkan unatulk
emberikan landasan hukoam bagi pelaksanaan pemberian
ji/ pensiun/tunjangan bulan ketiga belas bagj Pegawai Negeri, Pejabat
cgara, dan Penerima Pensiurn Tunjangan, sebagaimana tsleh Citetapkan
lam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanija Negara Tahun Anggaran 2013,

Il. PASAL . .
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. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jclaé.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)

Culkup jelas.
Avat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a -

#

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan® meliput

tunjangan  jsbatan  struktural, tunjangan  jabatan

fungsional, dan tunjangen yang dipersamaken dengan

tunjangan jabetan,

Yang dimaksud dengan “tunjangan yang dipersamakan

dengan tunjangan jabatan” adalah:

1. Tunjangan Tenaga Kependidikan;

2, Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti
Mehkamah Pelayaran,

3, Tunjangan Jabatan bagl Pejabat Tertentu vyang
ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangar;

4. Tun angan . . .

FL=
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4. Tunjangan Hakim;

5, Tunjangan Panitera;

6. Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;

7. Tunjangar Pengamat Gunungapi bagi PNS golongan 1
dan golengan 11; dan

8. Mnjangi;.r:. Petugas Pemasyarakatean.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tambahan penghasilan® adalah
tambahan p‘éﬁghaai‘.an bagi penerims pensiun  yang
karena pti-uh-aharu pensiun pokok baru tidak mengalami
kenaikan penghasilan, meﬁgu.iami penurunan
penghasilan, atau mengalami kenalkan penghasilan tetapi
kurang dari 3% [lima persen) sesual dengan peraturan
perundang-undangan.

Hurufec

Culcup jelas,
Ayat (4)

Jenis-jenis tunjangan yang dimaksud dalam ayat ini antara lain:

1. Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis bagi PNS d. inglungan
Arsip Nasiona Republik Indonesia;

2. Tunjangan Bshays Radiasi bagi PNS di lingkungan Badan
Pengawas Tenaga Nulklir,

3. Tunjangan Bahaya Nuklir bagi PNS di lingkungan Badan
Tenaga Nuklir Nasional;

4. Tunjangan Behaya Radiasi bagi Pekerja Radiag;

5. Tunjangan . . .
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5. Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Keschatan
tlalam Penyelenggaraan Persandian:

6, Tunjangan Pengamanan Persandian:

7. Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi
Pegawei Negeri di Lingkungan Badan SAR Na sional;

8. Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Frofesor:

9. Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS;

10. Tunjangan Khusus Provinsi Papua;

11. Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Neger vang bekerja
dan bemmﬁat “inggal di dacrah terpencil; |

12. Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajuric TNI dan PNS
yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-
Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasarn; dan

13. Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau  Kegil Terliar
dan/atau Wilaxah Perbatasan Bagi Pegawai N=geri pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Secara
Penuh pada Wilayah Pulsu-Pulay Kecil Terluar dan/atau
Wilayah Perbatasan, 5

Ayat (5)
Cukup jelas,
Pasal 4
Cukup jelas.

Fasal 5, . .
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Pasal 5
Ayat (1) .
Apabila  Pegawai Negeri,  Pejabat Negarg,

menguntungkan,
Apabila  Pegawai Nezeri,  Pejabat Negarg, -

bulan ketiga belas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Rasal 7
Cukup jelas.
Hasal 8
Cukup jelas,
Phsal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
PTsa,] 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA FEPUBLIK INDONESIA NOMOR

Jurm, 21 2313 11:31AM

=k

Pencrima
Pensiun/Tunjangan menerirna lebih dari satu pengaasilan yang
berupa gaji dengan pensiun/tunjangsn atan beberape jenis
pensiun/tunjangan makg gaji,r‘penaiun;’mnjanga.n bulan ketiga
belas hanya diberikan untuk salah satu yang Jumlahnya lebih

Penerima
Pensiun/Tunjangan tersebut di atas juga scbagai penerima
pensiun/tunjangan jands/duda  maka kepada
bersangkutan diberikan pula pensiun/tunjangan jenda/duda

yang

15
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T i
Pasal 5
Ayat (1)
;&p&bila Pegawai  Nege-i, Pejabar  Negara, Perierima
Pensiun/Tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan yang
berupa gaji dengan pensiun/tunjangan atau bieberapa  jenis
pensiun/tunjengan maka gaji/ pensiun/tunjangan bulan ketiga
belas hanya diberikan untuk salah sary yang jumlahnya lebih
menguntungkan.
Apabila  Pegawai  Negerd, Pzjabat  Negara, Penetima
Pensiun/Tunjangan tersebut di atas juga sebagai pencrima
pensiun/tunjangan  jenda/duda  maka kepada  yang
bersangkutan diberikan pula pensiun/tunjangan Jjanda/duda
bulan ketiga belas,
Ayat (2)
Culup jelas,
Pagsal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
- Cukup Jelas.
Pasal B
Cukup jelas.
PPasal 9
Cukup jelas.
Rasal 10
Cukup jelas.
Hasal 11
Cultup jelas.
Tﬁl\ﬁBﬂH&N LEMBARAN NEGARS REPURBLIK INDONESIA NOMOR 5327
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